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KATA PENGANTAR
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Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Bima Haria Wibisana

	 Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk 
pertanggungjawaban atas komitmen Badan Kepegawaian 
Negara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan kinerja. 
	 Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu 
lembaga negara, telah menyusun rencana pembangunan 
yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-
2024. Rencana tersebut tidak lepas dari RPJMN 2020-2024 
terutama penjabaran dari program-program pembangunan 
aparatur negara serta agenda visi Presiden Joko Widodo.
	 Melalui Laporan Kinerja 2021 ini, diuraikan rencana 
kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan 
achievement Badan Kepegawaian Negara sepanjang tahun 
2021. Pandemi Covid 19 yang saat ini juga masih dihadapi 
Indonesia menjadi tantangan untuk terus meningkatkan 
kinerja Badan Kepegawaian Negara di tahun-tahun 
berikutnya.
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Laporan Kinerja Pemerintah Badan 

Kepegawaian Negara Tahun 2021 

merupakan capaian kinerja BKN selama 

satu tahun dari bulan Januari 2021 hingga 

Desember 2021. Penyusunan laporan ini 

didasarkan atas Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

serta didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini 

merupakan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 

yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) pada tahun 2021 telah menetapkan 

7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 13 (tiga 

belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

mengacu pada visi Badan Kepegawaian 

Negara yakni “Mewujudkan Pengelola 

ASN yang Profesional dan Berintegritas 

untuk mendukung tercapainya Indonesia 

Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong 

royong”. Berikut tabel yang 

menggambarkan matriks Sasaran Strategis 

(SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

BKN yang dibuat melalui metode Balanced 

Scorecard (BSC).

Perspective Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

Stakeholder SS.1 Terwujudnya instansi 
pemerintah yang profesional 
dalam menerapkan manajemen 
ASN 

IKU.1 Persentase instansi pemerintah 
yang telah menyelenggarakan Tata 
Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK 

20 

IKU.2 Persentase instansi pemerintah 
yang melakukan pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN 

90 

Customer SS.2 Terwujudnya pembinaan 
dan pelayanan kepegawaian 
yang berkualitas prima 

IKU.3 Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap pembinaan manajemen ASN 
yang diselenggarakan BKN 

86 

IKU.4 Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap layanan kepegawaian yang 
diselenggarakan BKN 

86 

Internal 
Process 

SS. 3 Terwujudnya pemenuhan 
kebijakan teknis manajemen 
ASN 

IKU.5 Persentase pemenuhan regulasi 
teknis dan instrumen manajemen ASN 

100 

SS. 4 Terwujudnya peningkatan 
kualitas data dan sistem 
informasi ASN 

IKU.6 Persentase sistem informasi 
kepegawaian pengelola ASN yang 
terintegrasi dengan SI ASN 

90 

SS. 5 Terwujudnya peningkatan 
digitalisasi penyelenggaraan 
layanan Manajemen ASN 

IKU.7 Persentase layanan manajemen 
ASN yang berbasis digital 

80 
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Perspective Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

SS. 6 Terwujudnya peningkatan 
kualitas pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan 
manajemen ASN 

IKU.8 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan dan pengendalian 
kepegawaian yang ditindaklanjuti 

65 

Learning 
and Growth 

SS. 7 Terwujudnya manajemen 
internal BKN yang efektif, 
efisien, dan akuntabel 

IKU.9 Indeks profesionalitas ASN BKN 77 

IKU.10 Indeks maturitas SPBE BKN 3,2 

IKU.11 Indeks pelaksanaan reformasi 
birokrasi BKN 

81 

IKU.12 Skor atas hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja BKN 

77 

  
  

 

  

 

  

Grafik 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BKN Tahun 2021 

Dari gambar di atas diketahui bahwa dari 4 (empat) perspektif yang dinilai: 1) 

Stakeholder Perspective dengan 2 (dua) IKU mendapatkan NSS 111,38% dan NKP 27,85%; 2) 

Customer Perspective dengan 2 (dua) IKU mendapatkan nilai untuk NSS sebesar 102,5% dan 

NKP 25,62%; 3) Internal Process Perspective dengan 4 (empat) IKU mendapatkan nilai untuk 

NSS sebesar 101,48% dan NKP 25,37%; 4) Learn & Growth Perspective dengan 5 (lima) IKU 

mendapatkan nilai untuk NSS sebesar 97,7% dan NKP 24,42%. 

IKU.13 Opini atas laporan keuangan BKN WTP
Tabel 1 Matriks Sasaran dan Indikator BKN Tahun 2021

  Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BKN pada tahun 2021 adalah sebesar 103,26 

yang  diperoleh  dari  total  penjumlahan Nilai  Kinerja  Perspektif  (NKP) dari  4 (empat)

perspektif. NKP didapatkan  dari  Nilai  Sasaran  Strategis  (NSS)  dikalikan  dengan  unsur 

pembobotan  sebesar  25%  (persentase  tertinggi  100%  dibagi  rata  4  perspektif),  seperti  pada 

gambar di bawah ini :
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Capaian realisasi penyerapan anggaran Badan Kepegawaian Negara tahun 2021 

sebesar Rp. 704.320.385.395 (93,61%) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran 

tahun 2020 sebesar 84,87%, realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,74%. 

 

Grafik 2 Realisasi Anggaran BKN Tahun 2020 dan 2021 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 

1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 

UU 5/2014 disebutkan bahwa ASN berfungsi 

sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) 

pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu 

bangsa. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

merupakan lembaga pemerintah non 

kementerian yang diberi kewenangan 

melakukan pembinaan dan menyelenggarakan 

Manajemen ASN secara nasional. Pada Pasal 47 

UU 5/2014 disebutkan bahwa fungsi BKN 

adalah: (1) pembinaan penyelenggaraan 

Manajemen ASN; (2) penyelenggaraan 

Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan 

teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar 

instansi, persetujuan kenaikan pangkat, 

pensiun; dan (3) penyimpanan informasi 

Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh 

Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab 

atas pengelolaan dan pengembangan Sistem 

Informasi ASN. 

BKN sebagai lembaga publik perlu 

menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja 

sebagai perwujudan asas akuntabilitas. Laporan 

Kinerja BKN Tahun 2021 disusun sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban BKN atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 

dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai 

visi BKN. Laporan ini juga disusun sebagai alat 

kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap 

unit kerja di lingkungan BKN, serta untuk 

mendapatkan masukan dari stakeholders demi 

perbaikan kinerja BKN.

 

 

  
Gambar 1 Wakil Kepala BKN dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIASN serta Pemutakhiran 

Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN 
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1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
 

Tugas dan fungsi BKN tertuang dalam 

Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 47 dan 

48. BKN memiliki fungsi: 

a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen 

ASN 

b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam 

bidang pertimbangan teknis formasi, 

pengadaan, perpindahan antar instansi, 

persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; 

dan 

c. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang 

telah dimutakhirkan oleh Instansi 

Pemerintah serta bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pengembangan Sistem 

Informasi ASN. 

Sedangkan dalam lingkup tugas, BKN bertugas: 

a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; 

b. Membina dan menyelenggarakan penilaian 

kompetensi serta mengevaluasi 

pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN 

oleh Instansi Pemerintah; 

c. Membina Jabatan Fungsional di bidang 

kepegawaian; 

d. Mengelola dan mengembangkan sistem 

informasi kepegawaian ASN berbasis 

kompetensi didukung oleh sistem informasi 

kearsipan yang komprehensif; 

e. Menyusun norma, standar, dan prosedur 

teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen 

ASN; 

f. Menyelenggarakan administrasi 

kepegawaian ASN; dan 

g. Mengawasi dan mengendalikan 

pelaksanaan norma, standar, dan prosedur 

manajemen kepegawaian ASN 

Dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara dijelaskan bahwa BKN 

merupakan Lembaga pemerintah non 

kementerian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui 

Menteri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi. BKN 

memiliki tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang manajemen 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, BKN 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan 

teknis di bidang manajemen kepegawaian; 

b. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, 

pemberhentian dan pensiun, serta status 

kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; 

c. Penyelenggaraan administrasi pensiun, 

Pejabat Negara, dan mantan Pejabat 

Negara; 

d. Penyelenggaraan sistem informasi 

manajemen kepegawaian; 

e. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan 

penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 

f. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan 

penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 

g. Penyelenggaraan dan pengembangan 

sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; 

h. Penelitian dan pengembangan di bidang 

manajemen kepegawaian; 

i. Pelaksanaan bantuan hukum; 

j. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan 

di bidang manajemen kepegawaian; 

k. Pembinaan dan penyelenggaraan 

dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan BKN; dan  

l. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
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Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BKN, dalam menjalankan tugasnya, Kepala BKN dibantu oleh Wakil Kepala BKN, 

inspektorat, 5 (lima) unit eselon I, 7 (tujuh) pusat-pusat, 14 (empat belas) Kantor Regional dan 

21 (dua puluh satu) Unit Pelayanan Teknis (UPT). 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara 
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Kantor Regional BKN terdiri atas: 

a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta; 

b. Kantor Regional II BKN Surabaya; 

c. Kantor Regional III BKN Bandung; 

d. Kantor Regional IV BKN Makassar; 

e. Kantor Regional V BKN Jakarta; 

f. Kantor Regional VI BKN Medan; 

g. Kantor Regional VII BKN Palembang; 

h. Kantor Regional VIII BKN 

Balikpapan; 

i. Kantor Regional IX BKN Jayapura; 

j. Kantor Regional X BKN Denpasar; 

k. Kantor Regional XI BKN Manado; 

l. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 

m. Kantor Regional XIII BKN Banda 

Aceh; dan 

n. Kantor Regional XIV BKN 

Manokwari. 

 

Unit Pelayanan Teknis (UPT) terdiri atas: 

a. UPT BKN Semarang; 

b. UPT BKN Serang; 

c. UPT BKN Palu; 

d. UPT BKN Kendari; 

e. UPT BKN Mamuju; 

f. UPT BKN Ambon; 

g. UPT BKN Pontianak; 

h. UPT BKN Lampung; 

i. UPT BKN Jambi; 

j. UPT BKN Bengkulu; 

k. UPT BKN Pangkal Pinang; 

l. UPT BKN Balikpapan; 

m. UPT BKN Tarakan; 

n. UPT BKN Palangkaraya; 

o. UPT BKN Mataram; 

p. UPT BKN Kupang 

q. UPT BKN Gorontalo; 

r. UPT BKN Ternate; 

s. UPT BKN Batam 

t. UPT BKN Padang 

u. UPT BKN Sorong 

 

Dalam pelaksanaan menjalankan tugas 

dan fungsinya, Badan Kepegawaian Negara 

didukung oleh 2.294 pegawai (data per 

Januari 2022) dari berbagai bidang keahlian 

dan jabatan. BKN juga telah 

mempertimbangkan komposisi dari segi 

jabatan, golongan, pendidikan, usia, dan 

kompetensi untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang kompeten dan berkinerja 

tinggi.  

 

 

 Gambar 3 Kepala BKN Kantor Unit Penyelenggara Seleksi 
Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (UPSCPKP) di Kupang 
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1.3 Dasar Hukum 
 

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKN tahun 2020 di antaranya: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

dan 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

e. Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN 

 

1.4 Sistematika Pelaporan 
 

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja BKN 2021 ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan, berisi penjelasan secara ringkas penjelasan umum organisasi, struktur 

organisasi, penjabaran mandat, tugas dan fungsi BKN sesuai Undang-Undang; 

2. Perencanaan Kinerja, berisi penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis meliputi 

visi, misi, tujuan, nilai-nilai, sasaran strategis, perjanjian kinerja, prioritas nasional serta 

rencana kerja dan anggaran; 

3. Akuntabilitas Kinerja, berisi upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU meliputi kendala dan faktor 

pendukung pencapaian kinerja, akuntabilitas program prioritas nasional dan anggaran 

BKN serta capaian kinerja lainnya;  

4. Penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja yang ada di 

BKN sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun; dan 

5. Lampiran 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara ini secara garis besar mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1 Perencanaan Strategis 
Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Negara merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistematis dan 

berkelanjutan serta merupakan penjabaran 

dari pada Visi dan Misi Kepala Badan 

Kepegawaian Negara dan terintegrasi 

dengan potensi sumber daya yang 

dimiliki. Rencana Strategis Badan 

Kepegawaian Negara yang ditetapkan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 

ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 81/KEP/2020 tentang Penetapan 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian. 

 

2.2 Visi BKN 
Dalam rangka mengemban amanah 

mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 

2020-2024 adalah melaksanakan Misi 

Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu 

“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih 

Efektif, dan Terpercaya” dengan 

melaksanakan arahan presiden nomor 4 

(empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” 

dan Agenda pembangunan nomor 7 

(tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas 

Polhukam dan Transformasi Pelayanan 

Publik” dengan ”Mewujudkan Pengelola 

ASN yang Profesional dan Berintegritas 

untuk mendukung tercapainya Indonesia 

Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong 

royong”. 

2.3 Misi BKN 
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, 

serta mengacu pada tugas, fungsi dan 

wewenang yang telah dimandatkan oleh 

peraturan perundang undangan kepada 

Badan Kepegawaian negara dan 

penjabaran dari misi memberikan 

kontribusi nyata terhadap pembangunan 

bidang aparatur sipil negara melalui 

pembinaan dan penyelenggaraan 

manajemen ASN, serta pengembangan 

sistem informasi ASN berdasarkan sistem 

merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi 

misi Badan Kepegawaian negara yakni 

meningkatkan kualitas ASN melalui: 

1. Pembinaan penyelenggaraan 

manajemen ASN, 

2. Penyelenggaraan manajemen ASN, 

3. Penyimpanan informasi pegawai 

ASN, 

4. Pengawasan Dan Pengendalian 

Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria Manajemen ASN, dan 

5. Mengembangkan dan 

mengoptimalkan sistem manajemen 

internal BKN 

 

2.4 Tujuan BKN 
Menjabarkan misi pembangunan Badan 

Kepegawaian Negara, maka tujuan 

pembangunan Badan Kepegawaian 

Negara adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Pembinaan 

Penyelenggaraan Manajemen ASN 
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Yang Berkualitas sebagai referensi 

pembinaan penyelenggaraan 

Manajemen ASN. Tercapainya tujuan 

ini diindikasikan oleh pengelolaan 

PNS yang baik, yang meliputi: 

penyusunan dan penetapan 

kebutuhan serta pengadaan PNS; 

pengembangan PNS   (mutasi, 

promosi, penilaian kinerja dan pola 

karir); kompensasi (penggajian, 

tunjangan dan penghargaan); 

kesejahteraan PNS (Tabungan Hari 

Tua/ THT dan perlindungan sosial). 

2. Mewujudkan Penyelenggaraan 

Manajemen ASN Berkualitas Prima 

sebagai sarana Mewujud kan 

manajemen talenta nasional dalam 

rangka penyelenggaraan Manajemen 

ASN yang andal dan dinamis. 

Tercapainya tujuan ini diindikasikan 

oleh keberhasilan pengelolaan atau 

manajemen kepegawaian yang sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur 

(NSP) kepegawaian di lingkungan 

instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, 

meningkatnya kinerja PNS dalam 

melaksanakan pekerjaan, tugas pokok 

dan fungsi unit kerjanya; 

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas 

Database Dan Sistem Informasi. ASN 

(SI ASN) sebagai sarana penerapan 

sistem merit. Tercapainya tujuan ini 

diindikasikan oleh Sistem Informasi 

ASN yang terpadu dan terintegrasi 

secara nasional (meliputi pengelolaan 

data ASN yang andal dan terkini serta 

penyajian informasi kepegawaian 

secara akurat dan penyusunan talent 

pool); serta pengelolaan kepegawaian 

yang berbasis teknologi informasi 

(online); 

4. Mewujudkan Pengawasan dan 

Pengendalian Pelaksanaan NSPK 

Manajemen ASN. Indikasi tercapainya 

tujuan ini adalah penyelenggaraan 

Manajemen ASN yang andal dan 

dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi 

keberhasilan pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian NSPK 

manajemen ASN akan membuat 

manajemen ASN berjalan sesuai NSPK 

yang akan mendorong terciptanya 

reformasi birokrasi dan good 

governance; dan 

5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen 

ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan 

Akuntabel dalam rangka 

mewujudkan visi & misi organisasi. 

Tercapainya tujuan ini diindikasikan 

oleh meningkatnya pengelolaan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang Baik, Opini WTP 

BPK, tingkat kepuasan publik 

terhadap pelayanan internal BKN, 

ketersediaan layanan informasi 

publik, penempatan pegawai yang 

sesuai dengan kompetensi serta 

pemenuhan standar dan mutu sarana 

prasarana kantor. 

 

2.5 Nilai-Nilai BKN 
1. Profesional 

a) BKN melaksanakan kewenangan, 

tugas dan fungsinya sesuai 

dengan yang telah diamanat- kan 

melalui peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, dengan 

memaksimalkan sumber daya 

yang tersedia dalam pembinaan 

dan penyelenggaraan Manajemen 

ASN secara efektif dan efisien; 

sebagai upaya untuk 

mewujudkan Aparatur Sipil 

Negara yang memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari 

intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi masyarakat. 

b) BKN melakukan upaya 

peningkatan kapabilitas dan 

kompetensinya sebagai lembaga 
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pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam melakukan 

pembinaan dan penyelenggaraan 

Manajemen ASN dan pelayanan 

kepegawaian. 

2. Bermartabat 

a) BKN berkomitmen untuk 

merumuskan dan 

mengimplementasikan norma, 

standar, prosedur dan kriteria di 

bidang kepegawaian secara 

konsisten serta menjunjung tinggi 

etika dan nilai-nilai moral yang 

membentuk citra positif BKN. 

b) Menjaga integritas dan citra 

organisasi BKN sebagai lembaga 

pemerintah dalam pembinaan 

dan penyelenggaraan Manajemen 

ASN dengan menjadi lembaga 

terdepan dalam menerapkan 

prinsip profesionalitas, nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme 

 

2.6 Sasaran Strategis BKN 
 

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat 

dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa 

program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan 

pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni 

stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth 

perspective, sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Peta Strategis Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 
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STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

1) Sasaran strategis 1 (satu) yang ingin 

dicapai adalah Terwujudnya Instansi 

Pemerintah yang Profesional dalam 

Menerapkan Manajemen ASN, 

dengan indikator kinerja: 

a. Persentase instansi pemerintah 

yang telah menyelenggarakan 

tata kelola manajemen ASN 

sesuai NSPK 

b. Persentase instansi pemerintah 

yang melakukan pengukuran 

indeks profesionalitas ASN 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

2) Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Pembinaan Penyelenggaraan 

Manajemen ASN”, adalah 

Terwujudnya Pembinaan dan 

Pelayanan Kepegawaian yang 

Berkualitas Prima dengan indikator 

kinerja : 

a. Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pembinaan manajemen 

ASN yang diselenggarakan BKN 

b. Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap layanan kepegawaian 

yang diselenggarakan BKN 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

3) Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Pembinaan Penyelenggaraan 

Manajemen ASN yang Berkualitas”, 

adalah Terwujudnya Pemenuhan 

Kebijakan Teknis Manajemen ASN 

dengan indikator kinerja: 

a. Persentase pemenuhan regulasi 

teknis dan instrumen manajemen 

ASN 

4) Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Peningkatan Kualitas Database dan 

Sistem Informasi ASN (SI–ASN)”, 

adalah Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Data dan Sistem Informasi 

ASN, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase sistem informasi 

kepegawaian pengelola ASN 

yang terintegrasi dengan SI ASN 

5) Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Penyelenggaraan Manajemen ASN 

Berkualitas Prima”, adalah 

Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi 

Penyelenggaraan Layanan 

Manajemen ASN dengan indikator 

kinerja: 

a. Persentase layanan manajemen 

ASN yang berbasis digital 

6) Sasaran Strategis 6 (enam) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN” 

adalah Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Pengawasan dan 

Pengendalian Pelaksanaan 

Manajemen ASN dengan indikator 

kinerja: 

a. Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan dan pengendalian 

kepegawaian yang 

ditindaklanjuti 

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 

7) Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin 

dicapai dalam tujuan “Mewujudkan 

Tata Kelola Manajemen ASN BKN 

yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”, 

adalah Terwujudnya Manajemen 

Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan 

Akuntabel, dengan indikator kinerja: 

a. Indeks profesionalitas ASN BKN 

b. Indeks maturitas SPBE BKN 

c. Indeks pelaksanaan reformasi 

birokrasi BKN 

d. Skor atas hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja BKN 

e. Opini atas laporan keuangan BPK
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2.7 Perjanjian Kinerja BKN 
 

Penyusunan Perjanjian Kinerja BKN Tahun 2021 diselaraskan dengan Rencana Strategis BKN 

2020-2024. Berikut matriks PK BKN 2021 dengan target yang direncanakan: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

Stakeholder Perspective   

SS.1 Terwujudnya instansi 
pemerintah yang profesional 
dalam menerapkan manajemen 
ASN 

IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang 
telah menyelenggarakan Tata Kelola 
Manajemen ASN sesuai NSPK 

20 

IKU.2 Persentase instansi pemerintah yang 
melakukan pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN 

90 

Customer Perspective   

SS.2 Terwujudnya pembinaan dan 
pelayanan kepegawaian yang 
berkualitas prima 

IKU.3 Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang 
diselenggarakan BKN 

86 

IKU.4 Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap layanan kepegawaian yang 
diselenggarakan BKN 

86 

Internal Process Perspective   

SS. 3 Terwujudnya pemenuhan 
kebijakan teknis manajemen ASN 

IKU.5 Persentase pemenuhan regulasi 
teknis dan instrumen manajemen ASN 

100 

SS. 4 Terwujudnya peningkatan 
kualitas data dan sistem informasi 
ASN 

IKU.6 Persentase Sistem Informasi 
Kepegawaian Pengelola ASN yang 
terintegrasi dengan SI ASN 

90 

SS. 5 Terwujudnya peningkatan 
digitalisasi penyelenggaraan 
layanan Manajemen ASN 

IKU.7 Persentase layanan manajemen ASN 
yang berbasis digital 

80 

SS. 6 Terwujudnya peningkatan 
kualitas pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan 
manajemen ASN 

IKU.8 Persentase Rekomendasi hasil 
Pengawasan dan Pengendalian 
kepegawaian yang ditindaklanjuti 

65 

Learn and Growth Perspective   

SS. 7 Terwujudnya manajemen 
internal BKN yang efektif, efisien, 
dan akuntabel 

IKU.9 Indeks Profesionalitas ASN BKN 77 

IKU.10 Indeks Maturitas SPBE BKN 3,2 

IKU.11 Indeks Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi BKN 

81 

IKU.12 Skor atas Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja BKN 

77 

IKU.13 Opini atas Laporan Keuangan BKN WTP 
Tabel 2 Perjanjian Kinerja BKN Tahun 2021 
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2.8 Prioritas Nasional 
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan 

pembangunan nasional pascapandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta mendukung 

pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama dalam mencapai ketahanan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan pembangunan dengan RPJMN 2O2O-2O24, maka Prioritas Nasional pada RKP 

tahun 2021 disesuaikan dengan tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) 

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) 

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental 

dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas 

polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek 

prioritas yang menjadi tugas BKN adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN 

- Standar Penyusunan Kebutuhan ASN Nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja 

- Pembinaan dan Evaluasi Jabatan ASN pada pemerintah daerah di wilayah Papua dan 

Papua Barat 

- Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah 

- Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D 

2. Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN 

- Layanan Data Kepegawaian ASN terintegrasi 

- Sistem Informasi ASN 

3. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 

- Kebijakan Teknis Kepegawaian dan Pengendalian Integritas dan Moralitas ASN 

4. Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Seleksi 

- Sistem Seleksi Berbasis CAT 

5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian 

- Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN 

- Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN khusus wilayah Papua dan Papua 

Barat 

6. Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 

- Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit 

7. Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 

- Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 
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Pada tahun 2021, pagu program prioritas BKN mengalami perubahan, berikut rinciannya : 

Program Prioritas Nasional Pagu Awal Pagu Akhir 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN 
Standar Penyusunan Kebutuhan ASN 
Nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja 

Rp. 1.200.000.000 Rp. 546.911.000 

Pembinaan dan Evaluasi Jabatan ASN pada 
pemerintah daerah di wilayah Papua dan 
Papua Barat 

Rp. 1.800.000.000 Rp. 1.449.526.000 

Penyusunan Rencana Pengembangan Karir 
Instansi Pemerintah 

Rp. 2.300.0000.000 Rp. 1.978.380.000 

Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN 
Terintegrasi pada K/L/D 

Rp. 4.500.000.000 Rp. 3.359.841.000 

Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN 
Layanan Data Kepegawaian ASN terintegrasi Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.844.619.000 
Sistem Informasi ASN Rp. 5.500.000.000 Rp. 5.217.323.000 
Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 
Kebijakan Teknis Kepegawaian dan 
Pengendalian Integritas dan Moralitas ASN 

Rp. 1.000.000.000 Rp. 793.360.000 

Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Seleksi 
Sistem Seleksi Berbasis CAT Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.141.450.000 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian 
Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen 
ASN 

Rp. 3.300.000.000 Rp. 1.952.494.000 

Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen 
ASN khusus wilayah Papua dan Papua Barat 

Rp. 1.000.000.000 Rp. 897.500.000 

Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 
Berbasis Sistem Merit 

Rp. 2.700.000.000 Rp. 2.158.295.000 

Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 
Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi 
ASN 

Rp. 3.800.000.000 Rp. 3.580.390.000 

Tabel 3 Perubahan Anggaran Program Prioritas Nasional BKN Tahun 2021 
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2.9 Rencana Kerja dan Anggaran 
Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021, BKN menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 2 

(dua) program sebagai berikut : 

Kode Kegiatan Pagu Alokasi 

088.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 382.011.273.000 

088.01.CO 
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata 
Kelola ASN 

Rp. 252.094.600.000 

Total Pagu Alokasi Rp. 634.105.873.000 

Tabel 4 Pagu Alokasi Awal BKN Tahun 2021 

Sepanjang tahun 2021, BKN mengalami 7 (tujuh) kali perubahan pagu alokasi anggaran 

dikarenakan beberapa hal berikut: 

1. Refocussing anggaran  

2. Penanganan Pandemi Covid-19 

3. Penghematan belanja pegawai 

4. Penambahan PNBP 

Adapun rincian pagu akhir BKN sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Kode Kegiatan Pagu Alokasi 

088.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 522.138.206.000 

088.01.CO 
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata 
Kelola ASN 

Rp. 230.276.845.000 

Total Pagu Alokasi Rp. 752.415.051.000 

Tabel 5 Pagu Alokasi BKN Setelah Perubahan Tahun 2021 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Badan 

Kepegawaian Negara berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders.  

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

(keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja 

yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, 

diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang 

lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut 

summary capaian dan penjelasan setiap indikator 

kinerja per Sasaran Strategis Badan Kepegawaian 

Negara selama satu tahun: 

 

NPSS  : 103,26 (        )

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Status NSS
Status 

NSS
Skor SS NKP

Status 

NKP

111,38 27,85

111,38

IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang 

telah menyelenggarakan Tata Kelola 

Manajemen ASN sesuai NSPK
20 33,12 120,00

IKU.2 Persentase instansi pemerintah yang 

melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN
90 92,49 102,77

102,50 25,62

102,50

IKU.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

Pembinaan Manajemen ASN yang 

diselenggarakan BKN
86 88,24 102,60

IKU.4 Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

layanan kepegawaian yang diselenggarakan 

BKN
86 88,06 102,39

101,48 25,37

100,00

IKU.5 Persentase pemenuhan regulasi teknis 

dan instrumen manajemen ASN
100 100 100,00

102,84

IKU.6 Persentase Sistem Informasi 

Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi 

dengan SI ASN
90 92,56 102,84

91,66

IKU.7 Persentase layanan manajemen ASN 

yang berbasis digital
80 73,33 91,66

111,41

IKU.8 Persentase Rekomendasi hasil 

Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian 

yang ditindaklanjuti
65 72,42 111,41

Stakeholder Perspective

Customer Perspective

Internal Process Perspective

SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan 

manajemen ASN

SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas 

prima

SS. 3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN

SS. 4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN

SS. 5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan 

Manajemen ASN

SS. 6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan manajemen ASN

NPSS : 103,26 ( )

Gambar 5 Keterangan Kriteria Penilaian 
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Tabel 6 Summary Capaian Kinerja Tahun 2021 

3.1 Capaian Sasaran Strategis I 
 

SS 1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan 

manajemen ASN 

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN 

bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan 

manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

IKU 1. Target Realisasi Capaian 

Persentase Instansi Pemerintah yang Telah 
Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen 
ASN Sesuai NSPK 

20% 33,12% 120% 

 

Indikator ini merupakan suatu ukuran persentase jumlah instansi pemerintah yang 

telah melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK (berkategori minimal B) yang 

diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Kategori penilaian indeks 

implementasi NSPK manajemen ASN adalah sebagai berikut: 

A = 80,01 – 100  

B = 60,01 – 80  

C = 40,01 – 60  

D = 20,01 – 40  

E = 0 – 20 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa BKN memiliki tugas dan 

wewenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Manajemen ASN. Tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pejabat 

fungsional yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengawasan dan pengendalian 

NSPK manajemen ASN yakni Auditor Manajemen ASN. Untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi 

politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme diperlukan penilaian indeks 
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implementasi NSPK Manajemen ASN. Penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN 

merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi manajemen ASN pada 

instansi pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan 

dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan.  

 

Gambar 6 Aplikasi Indeks NSPK 

Sebagai upaya untuk merealisasikan 

kewenangan tersebut, BKN melalui Deputi 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

bersama dengan Kantor Regional BKN 

melaksanakan sosialisasi pelaksanaan 

penilaian NSPK Manajemen ASN secara 

virtual mulai tanggal 26 Januari 2021 

hingga 5 Februari 2021 ke seluruh instansi, 

baik instansi pusat maupun daerah untuk 

memberikan pemahaman terhadap tujuan 

penilaian implementasi NSPK Manajemen 

ASN, yakni menjamin keseragaman dalam 

penilaian indeks implementasi NSPK 

Manajemen ASN dan memberikan dasar 

serta pedoman dalam penilaian 

implementasi NSPK Manajemen ASN 

secara nasional. Dalam penyelenggaraan 

penilaian implementasi NSPK Manajemen 

ASN, instansi pemerintah melakukan: 

a. Pengumpulan dan verifikasi dokumen 

sesuai dengan data yang objektif dan 

riil; 

b. Penyampaian dokumen dengan cara 

mengunggah ke dalam sistem aplikasi 

Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN; 

c. Perbaikan terhadap Implementasi 

NSPK Manajemen ASN berdasarkan 

penilaian BKN; 

d. Pemantauan internal terhadap 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

dengan membentuk Tim Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

dengan susunan tim paling kurang 

terdiri dari unsur kepegawaian, unsur 

pengawasan, dan unsur lainnya yang 

terkait. 

Pada penilaian indeks implementasi 

NSPK manajemen ASN, Deputi Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian bertugas: 

a. Mengoordinasikan pelaksanaan 

penilaian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN; 

b. Melakukan konfirmasi, verifikasi, dan 

validasi hasil penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN; 
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c. Mengolah dan menyusun peringkat 

instansi pemerintah berdasarkan hasil 

penilaian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN; 

d. Melaporkan hasil pengolahan dan 

penyusunan peringkat penilaian 

Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN kepada Kepala BKN; 

e. Melakukan pengendalian terhadap 

tindak lanjut hasil penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN; 

f. Melakukan pembinaan terhadap 

instansi pemerintah berdasarkan hasil 

penilaian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN di Instansi 

Pemerintah; 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

pada Instansi Pemerintah.  

Elemen dalam penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

terdiri atas: 

• penyusunan dan penetapan 

kebutuhan ASN; 

• pengadaan ASN; 

• pengangkatan ASN; 

• pangkat; 

• mutasi; 

• pola karir; 

• pengembangan karir ASN; 

• mutasi; 

• penilaian kinerja; 

• penggajian, tunjangan, dan fasilitas; 

• penghargaan; 

• disiplin; 

• cuti; 

• kode etik; 

• pemberhentian; 

• jaminan pensiun dan hari tua; 

• pensiun; dan 

• perlindungan. 

• jaminan pensiun dan hari tua; 

• perlindungan; 

• bantuan hukum; 

• penilaian kinerja;  

• cuti; 

• kode etik; 

• disiplin; 

• pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai PNS; dan 

• pensiun. 

Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN merupakan efek sebab 

akibat yang dihasilkan pada perspektif 

pemangku kepentingan (stakeholder 

perspective) dari proses pertumbuhan dan 

pembelajaran (learn and growth) dan proses 

bisnis internal (internal process). Penilaian 

indeks dilakukan dengan memeriksa 

dokumen/eviden yang diunggah pada 

aplikasi indeksnspk.bkn.go.id sesuai 

dengan elemen atau indikator yang 

dipertanyakan. Sampai dengan triwulan 

IV, masih banyak instansi yang belum 

mengunggah dokumen secara lengkap. 

Hal tersebut membuat proses penilaian 

menjadi terhambat dan nilai instansi 

tersebut belum dapat diketahui. Melalui 

surat nomor 55/BAK.02.02/SD/F/2022 

perihal Penilaian Indeks Implementasi 

Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur 

(NSPK) Manajemen ASN, Kepala BKN 

melalui Deputi Bidang Wasdal 

menginstruksikan kepada instansi 

pemerintah untuk melengkapi dokumen 

yang perlu diunggah dalam aplikasi 

indeksnspk.bkn.go.id agar penilaian dapat 

dilakukan. Pada proses penilaian, Deputi 

Bidang Wasdal berkolaborasi dengan 

Kantor Regional BKN menilai penerapan 

manajemen ASN pada 616 instansi 

pemerintah yang terdiri dari 74 instansi 

pusat dan 542 instansi daerah. Hasil 

rekapitulasi penilaian menunjukkan 

bahwa terdapat 66 instansi yang bernilai A, 

138 bernilai B, 119 bernilai C, 112 bernilai 

D, dan 179 bernilai E. Adapun 2 instansi 

yang tidak dinilai adalah Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena 
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kedua lembaga tersebut dalam proses 

transformasi. Sehingga, penilaian akan 

dilaksanakan pada tahun 2022. Jumlah 

instansi pemerintah yang telah 

memperoleh nilai A dan B dari hasil 

penilaian indeks implementasi NSPK 

manajemen ASN berjumlah 204 instansi. 

Di antara 204 instansi tersebut 22 

merupakan instansi pusat dan 182 instansi 

daerah. 

 

Kategori Jumlah Instansi 

A 66 
B 138 
C 119 
D 112 
E 179 

Tidak Dinilai 2 

Total 616 

Tabel 7 Rekapitulasi Indeks Implementasi NSPK 
Manajemen ASN Tahun 2021 

 

Jika dijabarkan dalam wilayah Deputi Bidang Wasdal dan Kantor Regional diperoleh angka 

sebagai berikut: 

No. Instansi Pusat atau Daerah 
Jumlah 
Instansi 

Jumlah Instansi 
dengan Kategori 

Penilaian Minimal 
Baik (A dan B) 

% 

1 Wilayah Kerja Deputi Bidang Wasdal 74 49 66,22% 
2 Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta 42 17 40,48% 
3 Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Surabaya 39 34 87,18% 
4 Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung 37 18 48,65% 
5 Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar 76 4 5,26% 
6 Wilayah Kerja Kantor Regional V BKN Jakarta 32 14 43,75% 
7 Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan 34 3 8,82% 
8 Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang  49 10 20,41% 
9 Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 46 8 17,39% 

10 Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura 30 0 0,00% 
11 Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN Denpasar 44 20 45,45% 
12 Wilayah Kerja Kantor Regional XI BKN Manado 34 8 23,53% 
13 Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 41 14 34,15% 
14 Wilayah Kerja Kantor Regional XIII BKN Aceh 24 4 16,67% 
15 Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN Manokwari 14 1 7,14% 

Jumlah 616 204 33,12% 

Tabel 8 Rekap Realisasi IKU 1 di BKN Pusat dan Kantor Regional 
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Grafik 3 Realisasi IKU 1 Dibandingkan dengan Target pada Masing-Masing Wilayah Kerja BKN Pusat dan Kantor 
Regional 

Secara keseluruhan, capaian BKN 

untuk indikator Persentase Instansi 

Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan 

Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK 

ini sangat baik yaitu 33,12% dari target 

20%. Faktor pendukungnya yaitu: 

• Sosialisasi dan bimbingan teknis 

terkait penilaian Indeks Implementasi 

NSPK Manajemen ASN; 

• Pendampingan kepada instansi 

pemerintah baik langsung maupun 

daring; 

• Proses pemantauan progres 

implementasi NSPK oleh auditor 

manajemen ASN BKN; 

• Masa pemenuhan kelengkapan 

dokumen data dukung diperpanjang 

sehingga memberikan kesempatan 

lebih banyak kepada instansi untuk 

bisa memenuhi dokumen yang 

dibutuhkan dalam penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN. 

Namun, jika dilihat dari hasil 

penilaian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN pada masing-masing 

wilayah kerja Kantor Regional masih 

terdapat beberapa wilayah yang cukup 

jauh dari target, di antaranya Wilayah 

Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura, 

Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN 

Makassar, Wilayah Kerja Kantor Regional 

XIV BKN Manokwari, dan Wilayah Kerja 

Kantor Regional VI BKN Medan. Adapun 

kendalanya adalah kurang meratanya 

infrastruktur sehingga beberapa instansi 

di wilayah kerja tidak bisa mengakses 

aplikasi Indeks NSPK dan menyulitkan 

instansi dalam memenuhi kelengkapan 

data dukung. Hal ini sudah diupayakan 

dengan cara mendatangi wilayah 

bersangkutan untuk melengkapi 

dokumen secara manual. Namun, hal ini 

tidak cukup membantu mengingat 

keterbatasan anggaran di BKN. Selain itu, 

kendala lain dalam penilaian indeks ini 

juga dikarenakan belum optimalnya 

komunikasi antara Auditor Manajemen 

ASN di BKN Pusat dan Kantor Regional 

dalam melakukan bimbingan teknis atau 

audit.   

Rencana Tindak Lanjut 

• Portal Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN akan dibuka 

sepanjang tahun untuk memudahkan 

instansi melengkapi dokumen data 

dukung; 
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• Melakukan evaluasi kembali atas 

prosedur, indikator-indikator, dan 

timeline dalam penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

untuk memudahkan pengukuran bagi 

Auditor Manajemen ASN BKN 

maupun pengelola kinerja di instansi 

pemerintah; 

• Deputi Bidang Wasdal dan Kantor 

Regional akan lebih memprioritaskan 

wilayah-wilayah dengan keterbatasan 

infrastruktur untuk memberi 

kemudahan dalam pengumpulan data 

dukung; 

• Terus mengoptimalkan kolaborasi 

antara BKN Pusat dan Kantor 

Regional; 

• Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian terhadap seluruh 

instansi pemerintah khususnya yang 

bernilai C, D, dan E perlu 

dilaksanakan secara lebih intensif 

untuk percepatan capaian kinerja di 

tahun berikutnya. 

Dari rekap hasil pengukuran Persentase 

Instansi Pemerintah yang Telah 

Menyelenggarakan Tata Kelola 

Manajemen ASN Sesuai NSPK tahun 2021, 

dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan 

capaian kinerja dibandingkan tahun 2020 

sebesar 24,67%. 

 

Grafik 4 Tren Realisasi IKU 1 Tahun 2020 dan 2021

Dibandingkan dengan target jangka 
menengah, realisasi kinerja indikator ini pada 
tahun 2021 masih terpaut 66,88%. Diharapkan 
dengan upaya tindak lanjut yang dilakukan 
pengukuran indeks implementasi NSPK dapat 
mempercepat capaian kinerja sampai dengan 
masa Renstra berakhir. 

IKU 2. Target Realisasi Capaian 

Persentase Instansi Pemerintah yang 
Melakukan Pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN 

90% 92,49% 102,77% 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu 

ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Badan 

Kepegawaian Negara melaporkan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan membuat aplikasi 

pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses di alamat website https://ip-

jasn.bkn.go.id.  

Grafik 5 Perbandingan Realisasi IKU 1 Tahun 
2021 dengan Target Renstra Tahun 2024 

https://ip-jasn.bkn.go.id/
https://ip-jasn.bkn.go.id/
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Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN dihitung berdasarkan Instansi Pemerintah termasuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

yang telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN baik itu dengan metode SAPK 

maupun mandiri. Dari 626 jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah yang terdaftar, 

sebanyak 579 (92,49%) instansi pusat dan daerah sudah melakukan pengukuran indeks 

profesionalitas ASN. Maka capaian untuk indikator ini adalah 102,77% dari target capaian 

90% dengan detail sesuai Surat Deputi PMK No : 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 sebagai 

berikut: 

No. Instansi Pusat atau Daerah 
Jumlah 
Instansi 

Jumlah Instansi yang 
Melakukan 

Pengukuran IP ASN 
% 

Instansi Pusat 
1 Kementerian Pusat 33 32 97% 
2 Lembaga Negara 51 34 67% 

Instansi Daerah 

1 
Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN 
Yogyakarta 

42 42 100% 

2 
Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN 
Surabaya 

39 39 100% 

3 
Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN 
Bandung 

37 37 100% 

4 
Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN 
Makassar 

76 52 68,42% 

5 
Wilayah Kerja Kantor Regional V BKN 
Jakarta 

32 32 100% 

6 
Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN 
Medan 

34 34 100% 

7 
Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN 
Palembang  

49 44 90% 

8 
Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN 
Banjarmasin 

46 46 100% 

9 
Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN 
Jayapura 

30 30 100% 

10 
Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN 
Denpasar 

44 44 100% 

11 
Wilayah Kerja Kantor Regional XI BKN 
Manado 

34 34 100% 

12 
Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 
Pekanbaru 

41 41 100% 

13 
Wilayah Kerja Kantor Regional XIII BKN 
Aceh 

24 24 100% 

14 
Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN 
Manokwari 

14 14 100% 

Jumlah 626 579 92,49% 

Tabel 9 Rekap Realisasi IKU 2 di BKN Pusat dan Kantor Regional 
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Grafik 6 Realisasi IKU 2 Dibandingkan dengan Target pada Masing-Masing Wilayah Kerja BKN Pusat dan Kantor 
Regional 

Jika dihitung berdasarkan jumlah PNS dari total 3.853.199 PNS secara nasional, sebanyak 
3.710.131 (96,23%) tercatat datanya telah dilakukan penilaian IP ASN.  

 

Grafik 7 Partisipasi PNS yang Melakukan Pengukuran IP ASN 

Apabila dibandingkan dengan data tahun 2020 terdapat kenaikan partisipasi instansi 
dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari 86% instansi menjadi 92,49% yang telah 
berpartisipasi. Upaya yang akan diusahakan dalam meningkatkan nilai capaian tahun depan 
adalah dengan cara berkoordinasi dan pendampingan secara lebih intensif dengan Kantor 
Regional BKN, sehingga setiap instansi daerah di wilayah kerja di Kantor Regional BKN 
dapat dipantau secara berkala dalam progress peningkatan pengukuran indeks profesionalitas 
ASN. Adapun untuk instansi Pusat, perlu diberikan informasi secara berkala mengenai tata 
laksana pengukuran Indeks profesionalitas maupun informasi penginputan dan 
pendampingan.  


